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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2015
=======================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
	Menimbang :
	a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP)  serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka perlu dilaksanakan perubahan atas  Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  501);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TABANAN.
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan  Tahun 2013 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala ULP, Sekretaris, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung ULP menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui  koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) ULP wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
(4) Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi:  
a. penyampaian laporan semester hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
c. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan, Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 9 Januari 2015
     BUPATI TABANAN,

                TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 9 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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Pokja Pengadaan Barang 1
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Pokja Pekerjaan Konstruksi 1





Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 1
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PAGE  
16

